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Abstrak 
Permasalahan transgender menjadi polemik tersendiri. Pemahaman yang salah terhadap pemaknaan 
transgender berakibat salah dalam pemahaman hukum yang mengikutinya terutama dalam hal kewarisan 
karena menyangkut gender. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penetapan peruba-
han status pelaku transgender dalam perspektif Hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui akibat hu-
kum atas perubahan status pelaku transgender terhadap kewarisan dalam perspektif fikih empat mazhab. 
Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sedangkan metode 
pendekatannya yang digunakan bersifat yuridis-normatif dan cara pengumpulan data dengan penelitian 
kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah, perubahan status transgender dengan tanpa alasan yang di-
benarkan agama, tidak memiliki kekuatan hukum dalam syari’at Islam meski ditetapkan oleh Pengadilan 
Negeri sekalipun. Lain halnya dengan perubahan setatus transgender dengan alasan yang dibenarkan 
agama memiliki akibat hukum dan dalam penetapan hukumnya, dikedepankan sikap kehati-hatian dan pe-
nuh ketelitian agar tidak terjadi dzalim-mendzalimi karena ketidaktahuan. Sikap itulah yang menjadi ponda-
si imam empat mazhab fikih dalam ijtihad pengambilan hukum tentang kewarisan transgender. Kehadiran 
transgender dalam ahli waris tidak membuat rusaknya kewarisan, sehingga transgender tetap menerima 
bagian waris namun dengan beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh imam-imam empat mazhab. 
Kata Kunci: Transgender, waris, kuntsa, fikih empat mazhab 
 
Abstract  
The transgender phenomenon causes a peoblematic in islamic Inheritance law. Misperception about the 
meaning of transgender caused incorrect in law ecpecially inheritance law. The purpose of this study is to 
explain the status of transgender from an Islamic law perspective. In addition, it is also to sttified by study 
the legal consequence of gender changing in Islamic inhetirance law from mfour Fiqh mazhab perspective. 
This is literature research thaht uses a qualitative descriptive-analytical method and juridical-normative ap-
proach. The result of this study has found that gender changing without religious justified reason have no 
legal standing in Islamic law even though it’s legally justified by state court. However gender changes that 
are justified with religious reason have legal standing and consequences. Through reading on four major 
fiqh (Islamic jurisprudence) mazhab (school) literature, a careful and thorough attitude must be put for-
ward in determining legal standing on transgender inheritance case. That attitude is the foundation of ijti-
had from the Imam of the four major fiwh mazhab on transgender inheritance issues. The status of trans-
gender does not xauses eliminate the inheritance. The transgender still receives the inheritance portion 
but with different approaches formulated by the Imam of four fiqh mazhab.  
Keywords: transgender, inheritance, gender, the four fiqh mazhab 
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PENDAHULUAN 
Kelahiran, kehidupan dan kematian merupakan 
hal yang pasti terjadi dan dialami oleh setiap yang 
bernyawa. Suratan takdir kehidupan yang dijalani 
seseorang, tentu akan berbeda dengan apa yang 
dialami oleh lainnya, sebagian orang ada yang di-
amanahkan oleh Allah Swt., dengan harta. 
Pada saat kematian tiba, harta benda yang dimi-
liki semua akan ditinggalkan, maka timbul perta-
nyaan, bagaimana harta peninggalannya harus di-
perlakukan, akan dipindahkan kepada siapa saja 
harta tersebut, dan cara bagaimana yang harus di-
lakukan. Segala hal tersebut sesungguhnya memiliki 
potensi konflik yang serius, sepeninggal pewaris 
apabila tidak diselesaikan dengan baik dan bijaksa-
na.  Sebagai akibat dari adanya peristiwa kematian, 
dan potensi konflik sesudahnya maka perlu penga-
turan secara terperinci, agar tidak ada perselisihan 
antar sesama ahli waris, sepeninggal orang yang 
hartanya diwarisi tersebut. Karena itu, Islam dalam 
menetapkan hukum berpegang kepada prinsip 
keadilan, yang merupakan salah satu sendi pembi-
naan masyarakat agar dapat ditegakkan.  
Di Indonesia telah diatur mengenai ahli waris, 
terdapat dalam Undang- Undang Dasar 1945, men-
genai hak-hak mutlak yaitu: 
Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: 
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda 
yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang me-
rupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (4) Undang-
Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak mempu-
nyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak 
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapapun”. 
Dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) te-
lah diatur mengenai hukum kewarisan. Menurut 
Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum 
kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 
pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan 
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang ber-
hak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya mas-
ing-masing.  
Jadi kelompok ahli waris yang diatur dalam 
Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 2 (dua) golongan 
yaitu golongan berjenis kelamin laki-laki dan golon-
gan berjenis kelamin perempuan, sama halnya den-
gan hukum waris Islam yang memilik prinsip bah-
wasanya pembagian terhadap anak laki-laki dan 
perempuan dua berbanding satu.  
Manusia yang terlahir dalam keadaan normal 
gender dan adapula yang tidak normal, baik secara 
fisik maupun non fisik. Perlu digarisbawahi bahwa 
mereka semua adalah makhluk ciptaan Allah Swt., 
yang kedudukannya sama di hadapan Allah Swt., 
dan di mata manusia, baik dalam sosial masyarakat 
maupun di hadapan hukum. Peneliti dalam hal ini  
menggunakan istilah transgender. Di Inggris, kata 
transgender sendiri sebenarnya lebih kepada se-
buah terminologi yang merujuk kepada suatu iden-
titas gender yang berbeda dan memiliki kecen-
drungan yang menyimpang dari jenis kelamin (sex) 
asli, yang sifatnya inherited atau bawaan sejak ma-
nusia lahir. Transgender dapat kita pahami secara 
sepintas sebagai sebuah gejala ketidakpuasan se-
seorang atas karena merasa tidak adanya kecoco-
kan antara bentuk fisik dan kelamin dengan keji-
waan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat 
kelamin yang dimilikinya.  
Berbicara tentang operasi penggantian atau pe-
nyempurnaan alat kelamin menurut pendapat Qu-
raish Shihab boleh saja dilakukan, dengan motivasi 
pengobatan, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw., 
yang memerintahkan orang sakit untuk berobat.  
Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengha-
ramkan adanya pergantian kelamin. Ketetapan ha-
ram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis 
Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional II 
tahun 1980 tentang operasi perubahan dan pe-
nyempurnaan kelamin, menurut fatwa Majelis Ula-
ma Indonesia, sekalipun diubah jenis kelaminnya 
dari yang semula, kedudukan hukum jenis kelamin-
nya sama dengan jenis kelamin semula sebelum 
dirubah.  
Demikian dengan permasalahan transgender 
baik yang terlahir dengan kelainan alat kelamin 
maupun yang normal namun terdapat kelainan pa-
da psikis, baik yang telah melakukan upaya medis 
maupun yang belum, yang kemudian mengajukan 
penetapan hukum atas perubahan staus dirinya, 
termasuk kedalam permasalahan kontemporer 
yang tidak ditemukan hukumnya secara spesifik 
dalam nash Alquran maupun Hadis, namun secara 
implisit hal tersebut telah  diatur dalam Hukum Is-
lam dan membutuhkan ijtihad yang kuat dari para 
ulama dan cendikiawan dengan pendekatan Maqo-
sid al-Syari‟ah  dalam pemecahannya. 
Para pelaku transgender pun merupakan objek 
hukum dan harus dilindungi hak-haknya begitu juga 
dalam masalah waris, meski Ilmu Waris sudah men-
gatur sedemikian rupa aturan waris dan mewarisi 
serta diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia sebagai legal standing untuk melindungi 
hak-hak ahli waris di Indonesia, namun belumlah 
cukup untuk dapat mengakomodir berbagai per-
kembangan sosial khususnya pada pelaku trans-
gender. 
Peneliti akan mencoba merangkum dan men-
gangkat pembahasan- pembahasan klasik, yang 
mendekati kepada permasalahan transgender, pe-
neliti lebih terfokus kepada Fikih Empat Mazhab 
yang muktabarah untuk dapat menjawab peruba-
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han status dan akibat hukum pelaku transgender 
terhadap kewarisan. 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana prosedur penetapan perubahan sta-
tus pelaku transgender? 
2. Bagaimana akibat hukum atas perubahan status 
pelaku transgender terhadap kewarisan dalam 
perspektif Fikih Empat Mazhab? 
 
Tujuan Penelitian 
1. Untuk menjelaskan penetapan perubahan sta-
tus pelaku transgender dalam perspektif Hukum 
Islam. 
2. Mengetahui akibat hukum atas perubahan sta-
tus pelaku transgender terhadap kewarisan da-
lam perspektif Fikih Empat Mazhab. 
 
Metode Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu 
suatu spesifikasi penelitian yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran menyeluruh mengenai fak-
ta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai pan-
dangan Fikih Empat Mazhab tentang kewarisan 
transgender.  Metode pendekatan yang digunakan 
bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan mengguna-
kan data bahan hukum primer, sekunder, dan ter-
sier, seperti Alquran dan Hadis, pandangan Fikih 
Empat Mazhab, peraturan per Undang-undangan, 
buku, literatur, maupun berita-berita di berbagai 
media cetak, dengan memaparkan data-data yang 
berhasil diperoleh selanjutnya dianalisis.  
 
Pembahasan  
A. Perubahan Status Transgender 
1. Prosedur Perubahan status dan akibat Hukum 
Transgender 
Identitas diri tentu tidak dapat dipisahkan den-
gan jenis kelamin (gender). Jenis kelamin merupa-
kan salah satu unsur utama identitas personal yang 
dimiliki sejak lahir, bahkan sejak pembuahan. Nama, 
sebagai unsur utama identitas personal yang lain, 
pada umumnya diberikan oleh orang tua  juga ber-
dasarkan jenis kelaminnya. Untuk dapat menentu-
kan jenis kelamin seseorang terdapat tiga tahapan 
dalam pembentukannya yaitu, tahap penentuan 
jenis kelamin genetic (kromosomal), tahap pem-
bentukan alat kelamin gonadal, dan tahap pemben-
tukan alat kelamin fenotip. Bilamana terjadi kelai-
nan atau gangguan pada salah satu tahapan maka 
dapat terjadi ambiguous genetalia.  
Dampak hukum dan sosial dari penetapan jenis 
kelamin adalah pencatatan/ administrasi kependu-
dukan dan diterimanya anak oleh masyarakat seki-
tarnya (family, tetangga, sekolah, dan lain-lain) 
dengan identitas dan jenis kelamin tersebut. Untuk 
setiap bayi yang lahir dan telah dilaporkan secara 
resmi akan diterbitkan sertifikat/akta kelahiran, se-
bagaimana amanat pasal 5 dan pasal 27 undang-
undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak, dan pasal 27 undang-undang no 23 tahun 
2006 tentang administrasi kependudukan. Dan ber-
dasarkan pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi  Kependudukan, maka data yang telah 
tercatat secara resmi, tentang identitas dan jenis 
kelamin untuk bayi tersebut, yang tertuang dalam 
akta kelahiran (dokumen kependudukan) telah ber-
kekuatan hukum  tetap  (pasal  1(8)  UU  No  
23/2006) dan tidak boleh dirubah dengan seenak-
nya.  
Pada kenyataannya, peneliti melihat bahwa 
sampai saat ini belum terdapat substansi hukum 
yang mengatur secara khusus mengenai perubahan 
jenis kelamin (sex reassignment surgery) di dalam 
pranata sistem hukum Indonesia. Penyebabnya 
belum ada undang-undang yang mengatur maka 
timbul kekosongan hukum. Keadaan ini tentu san-
gat menyulitkan penderita ambiguous genetalia 
untuk mengurus statusnya. Hakimpun juga tidak 
mudah untuk menjawab kasus yang belum ada da-
sar hukumnya. Namun, berdasarkan Pasal 10 ayat 
(1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang  menyatakan: 
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diaju-
kan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau ku-
rang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya.  
Maka pengadilan berkewajiban mencari cara un-
tuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masya-
rakat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum 
yang ada, kepatutan dan kesusilaan. Dalam mene-
gakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus di-
perhatikan, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicher-
heit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan 
(Gerechtigkeit). Karena itu, maka kasus penggan-
tian jenis kelamin tetap harus ditangani. 
Melihat beberapa pasal yang menjadi landasan 
perubahan status transgender, penyelesaian kasus 
yang pernah ada pada persidangan kasus peruba-
han jenis kelamin merujuk pasal 52 dan pasal 56 
(mengenai pencatatan perubahan nama  dan peris-
tiwa penting lainnya) dari undang-undang admini-
strasi kependudukan. Permohonan perubahan ter-
sebut bukan diajukan ke PTUN (Peradilan Tata Usa-
ha Negara) tetapi melalui peradilan negeri setem-
pat. 
Setelah permohonan terdaftar, pengadilan akan 
memeriksa kelengkapan berkas permohonan, bila 
sudah memenuhi syarat, kemudian ditetapkan jad-
wal persidangan yang akan menghadirkan banyak 
pihak dan ahli, antara lain para saksi, para dokter 
yang tergabung dalam tim penanganan penderita 
ambiguous genetalia tersebut, ahli lain termasuk 
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ahli agama, dari pihak dinas kependudukan dan 
catatan sipil. Semua keterangan yang didapat akan 
digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk peneta-
pan. Bila permohonan dikabulkan maka pemerintah 
dalam hal ini dinas kependudukan dan catatan  sipil  
tinggal  melaksanakan putusan dan mengganti do-
kumen kependudukan dengan yang baru sesuai 
Undang- Undang Administrasi Kependudukan pasal 
52 dan 56 tersebut di atas. 
 
2. Hukum Perubahan Status dan Operasi Kelamin 
Di dalam Tafsir al-Thabari disebutkan beberapa 
perbuatan manusia yang diharamkan karena ter-
masuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri 
manusia, homoseksual, lesbian, menyambung ram-
but dengan sopak, pangur, membuat tato, mencu-
kur bulu muka (alis), dan takhannuts yaitu orang 
pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti 
wanita atau sebaliknya. Sedangkan hadis yang me-
larang adanya operasi ganti kelamin bagi mereka 
yang normal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 
Bukhari, yang artinya : 
Dari Abdullah bin Mas’ud r.a, ia berkata: Allah 
Swt., mengutuk para wanita tukang tato, yang 
meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, 
yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para 
wanita yang memotong (pangur) giginya yang se-
muanya itu dikerjakan dengan maksud untuk ke-
cantikan dengan mengubah ciptaan Allah.  
Hadis ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria 
atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang 
oleh Islam untuk mengubah jenis kelaminnya, kare-
na mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibe-
narkan oleh Islam. 
Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil 
(perbaikan atau penyempurnaan) ini, menurut para 
ulama diperbolehkan secara hukum syari’at.  Jika 
kelamin seseorang tidak mengalami lubang yang 
berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, 
baik penis maupun vagina, maka operasi untuk 
memperbaiki atau menyempurnakannya diboleh-
kan, bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin 
yang normal. Hal ini berdasarkan prinsip “Mashla-
hah Mursalah” karena kaidah fikih menyatakan 
“adh- Dhararu Yuzal” artinya bahaya itu harus dihi-
langkan, yang menurut Imam asy-Syatibi menghin-
dari dan menghilangkan ini sejalan dengan hadis 
Nabi Muhammad Saw., yaitu dari Usamah bin Syarik 
menceritakan, ada seorang Arab Badui bertanya 
kepada Nabi Saw: 
Artinya: Wahai Rasulullah, apakah kita boleh be-
robat? Nabi bersabda, “Berobatlah, karena sesung-
guhnya Allah tidak menurunkan obatnya, kecuali 
satu penyakit (yang tidak ada obatnya)”, mereka 
bertanya, “apa itu”? Nabi bersabda, “penyakit tua”. 
(HR. Tirmidzi) 
Adapun Hadis Nabi melarang orang mengubah 
ciptaan Allah Swt., sebagaimana diriwayatkan oleh 
Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Mas’ud, apabila tidak 
membawa maslahah yang besar, bahkan menda-
tangkan mafsadat (resiko). Misalnya pengebirian 
seorang pria dengan mengangkat testisnya, yang 
bisa menyebabkan kemandulan tetap. Tetapi apabi-
la mengubah ciptaan Allah itu maslahah yang besar 
dan menghindari mafsadah, maka Islam membe-
narkan tindakan tersebut. Misalnya khitan anak pria 
dengan jalan menghilangkan kulub (qulfah), itu di-
benarkan oleh Islam bahkan hukumnya sunah. Se-
bab kalau kulub itu tidak dipotong, justru akan men-
jadi sarang timbulnya penyakit kelamin. Demikian 
pula operasi kelamin bagi yang lahir tidak normal 
jenis kelaminnya (banci alami) diizinkan oleh Islam, 
apabila secara medis bisa diharapkan terwujudnya 
kemaslahatan yang besar bagi yang bersangkutan 
untuk kesehatan fisik dan mentalnya, dan setiap 
perubahan akan ada konsekwensi hukum yang ia 
peroleh, seperti batasan aurat, posisi sholat dalam 
berjamaah, perkawinan dan kewarisan. 
Hasil akhir peneliti berdasarkan beberapa dalil 
tersebut adalah pada kasus perubahan kelamin dis-
ebabkan ketidaknormalan dibolehkan sedangkan 
jika dilakukan tanpa ada sebab tersebut maka diha-
ramkan. 
 
B. Kewarisan Transgender Dalam Perspektif Fikih 
Empat Mazhab 
1. Kewarisan Trangender Menurut Mazhab Hanafi 
Imam Abu Hanifah menyoroti transgender yang 
memiliki dzakar seperti laki-laki dan farj seperti pe-
rempuan atau mereka yang tidak memiliki kedua-
nya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang ber-
fungsi untuk kencing yang dalam dunia kedokteran 
disebut hermafrodit atau dalam istilah fikih disebut 
khuntsa dan bagi Abu Hanifah tidak mungkin seseo-
rang berjenis kelamin dua, namun haruslah salah 
satu di antara jenis kelamin laki-laki atau perem-
puan. Mengenai hal tersebut peneliti memaparkan 
status kewarisan tersebut: 
1. Status waris khuntsa 
Menurut mazhab Hanafi khuntsa dapat mewari-
si seperti wanita dan juga laki-laki, untuk menentu-
kan status waris khuntsa mazhab hanafi berpedo-
man pada ciri-ciri yang ada padanya, apakah terda-
pat cir-ciri khusus laki-laki atau perempuan dan juga 
jalur keluarnya kencing. Apabila tampak pada kunt-
sa ciri-ciri laki-laki seperti tumbuhnya jenggot, me-
miliki kecendrungan suka kepada perempuan, maka 
ia dihukumi berjenis kelamin laki-laki. Namun, apabi-
la yang tampak pada dirinya ciri-ciri yang hanya di-
temukan pada diri perempuan, seperti haid, tum-
buhnya payudara, mengalami kehamilan, maka ia 
adalah perempuan dan status kewarisannya sesuai 
dengan ciri-ciri yang tampak.  
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Jika sebelum dewasa kuntsa ditentukan jenis ke-
laminnya dari jalur keluar kencing, bisa diartikan jika 
ia kencing dari ddzakarnya maka ia laki-laki. Begitu 
pun sebaliknya, jika ia kencing melalui farjnya maka 
ia perempuan. Teori penentuan jenis kelamin den-
gan memperhatikan jalan keluarnya air kencing 
berdasarkan Hadis Nabi Muhammad Saw: 
Status khuntsa dilihat dari kencingnya, apabila 
kencing dari tempat kencing laki-laki maka dia laki-
laki, dan apabila dia kencing dari tempat kencing 
perempuan maka dia perempuan, dan apabila dia 
kencing dari kedua alat kelamin sekaligus maka dili-
hat dari alat kelamin mana yang lebih dulu menge-
luarkan air kencing, karena alat kelamin asli akan 
mengeluarkan lebih dulu air kencing dan status wa-
risnya ditetapkan.  
Namun apabila semua cara di atas tidak menda-
patkan hasil maka mazhab Hanafi akan mengambil 
sikap tawakuf dan menggolongkannya sebagai 
khuntsa musykil karena menurut Abu Hanifah sikap 
tawakuf saat tidak menemukan dalil hukumnya wa-
jib.  Peneliti melihat Imam Abu Hanifah mengambil 
sikap sederhana dalam pembahasan ini. Ia hanya 
sebatas menerangkan status khuntsa dari lubang 
kencingnya saja. 
 
2. Kewarisan Trangender Menurut Mazhab Maliki 
Dalam mazhab Maliki khuntsa terbagi menjadi 
dua, khuntsa musykil dan khuntsa wadih dan ada 
perbedaan dalam mazhab Syafi’i yang  menyatakan 
mereka yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali 
akan menjadi khuntsa musykil Abadan, sedangkan 
dalam mazhab Maliki mereka bisa menjadi jelas sta-
tus kelaminnya apabila terdapat ciri-ciri tumbuhnya 
jenggot atau tumbuhnya payudara. 
Berbeda lagi terhadap mereka yang memiliki 
kedua alat kelamin sekaligus, apabila tampak pa-
danya ciri laki-laki maka dia dihukum dengan jenis 
laki-laki, apabila tampak padanya ciri perempuan 
maka dia perempuan dan ini termasuk khuntsa wa-
dih, akan tetapi bila tidak tampak padanya kedua 
ciri-ciri  tersebut atau tampak kedua-duanya dari 
ciri-ciri tersebut maka dia dikategorikan khuntsa 
musykil.  
Terdapat perbedaan pendapat atas keberadaan 
transgender dalam mazhab Maliki, transgender 
dengan kejelasan jenis kelamin atau dalam istilah 
mazhab Maliki khuntsa wadih, disepakati kebera-
daannya, namun untuk transgender yang tidak 
memiliki kejelasan jenis kelamin atau disebut khunt-
sa musykil dalam mazhab Maliki ada yang mengakui 
dan ada yang menolak. Mereka yang mengakui ke-
beradaan khuntsa musykil membahas dan memper-
siapkan akibat hukum bagi mereka. Sedang mereka 
yang menolak atas keberadaan khuntsa musykil 
berpegang kepada logika bahwasanya Allah Swt., 
menciptakan manusia dan tidak memberatkan me-
reka di dunia ini dengan ketidakjelasan jenis kelamin 
mereka dan menjadi suatu keniscayaan Allah Swt., 
telah memberikan petunjuk untuk menentukan 
jenis kelamin mereka. 
1. Status waris khuntsa. Dalam hal waris mazhab 
Maliki memaparkan sembilan penyelesaian, se-
bagai berikut: 
1. Bahwasanya kuntsa wajib mendapatkan ba-
gian terkecil dari dua perkiraan sebagai laki-
laki dan perempuan. 
2. Memposisikan kepada bagian terbanyak di-
peroleh baik ahli waris normal maupun 
khuntsa, kemudian dilanjutkan dengan cara 
aul dalam faraid, contoh apabila ahli waris 
dua orang anak, laki-laki dan khuntsa, maka 
laki-laki mendapatkan 2/3 karena itulah yang 
terbanyak untuk laki-laki dan khuntsa men-
dapatkan 1/2 karena itulah bagian terbanyak 
untuknya. 
3. Diberikan bagian sebanyak 3/4 dari harta, 
apabila bersama khuntsa ada ahli waris nor-
mal, maka dia diberikan 3/4 seperti bagian 
laki-laki, apabila tidak ada ahli waris bersa-
manya, kecuali yang akan menghalanginya 
dalam waris, bila laki-laki diberikan 3/4 untuk 
kuntsa dari harta dan laki- laki mendapatkan 
ashabah 4 bagian dari harta, apabila bersa-
manya anak laki-laki maka khuntsa diberikan 
setengah dari 3/4 harta. apabila lebih dari sa-
tu ahli waris misal terdapat dua orang maka 
diberikan sepertiga dari 3/4 harta, apabila 
padanya ada seorang anak perempuan maka 
diberikan pada khuntsa dua per tiga dari 3/4 
harta. 
4. Bahwasanya khuntsa musykil akan dihukumi 
sebagai laki-laki, karena sesungguhnya di-
rinya adalah seseorang yang memiliki dzakar 
dan Allah Swt., tambahkan kepadanya farj, 
sebagaimana khitab kata ganti muzakkar dan 
muannas apabila terdapat satu orang laki-
laki dan beberapa orang perempuan, khitab 
yang digunakan Allah Swt., adalah laki-laki 
untuk merangkum semua wanita. 
5. Dengan kehadiran khuntsa sebagai ahli waris 
maka harta warisan dibagikan dengan keten-
tuan terkecil untuk semua ahli waris dengan 
syarat tidak mengakibatkan hilangnya hak 
dari ahli waris lainnya. 
6. Bagian khuntsa akan diberikan dengan ke-
mungkinan terkecil dan sisa harta disimpan 
(ditangguhkan) sampai ada kejelasan khunt-
sa. 
7. Pembagian waris kehadiran khuntsa dengan 
cara bagian khuntsa yang terkecil dan yang 
lainnya ditambah dari sisa harta. 
8. Pembagian harta waris seperti biasa meski 
adanya khuntsa dalam ahli waris kecuali 
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apabila ada dua orang khuntsa maka akan 
dihitung dengan dua keadaan. 
9. Khuntsa tidak mendapatkan bagian apapun 
dalam warisan. 
Dari berbagai pendapat dalam mazhab Maliki, 
mayoritas lebih condong kepada cara penyelesaian, 
dengan menempati khuntsa musykil sebagai ahli 
waris yang mendapatkan setengah dari yang dida-
pat baik saat diposisikan sebagai laki-laki maupun 
perempuan. 
 
3. Kewarisan Trangender Menurut Mazhab Syafi’i 
Imam Syafi’i memandang bahwa waris-mewarisi 
adalah perintah yang jelas dan tercantum dalam 
Alquran dan Hadis. Sedangkan dalam Ilmu Ushul 
Fikih, perintah (amar) menunjukkan kepada arti 
kewajiban yang harus dilaksanakan.   
Imam Syafi’i lebih spesifik terhadap transgender 
yang memiliki dzakar seperti laki-laki dan farj seper-
ti perempuan atau mereka yang tidak memiliki ke-
duanya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang 
berfungsi untuk kencing yang dalam dunia kedokte-
ran disebut hermafrodit atau dalam istilah fikih dis-
ebut khuntsa dan membaginya menjadi dua kate-
gori yaitu khuntsa ghairu musykil dan khuntsa mu-
sykil. 
1. Status waris khuntsa ghairu musykil 
Dalam menentukan status waris transgender 
mazhab syafi’i memegang teori melihat dari jalur 
keluarnya kencing dan ciri-ciri khusus pada laki-laki 
dan perempuan. 
Alasan menetapkan cara kencing sebagai tanda 
yang ditetapkan oleh Nabi Saw., untuk mengetahui 
jenis kelamin adalah tanda umum yang dapat dite-
mukan pada anak kecil dan orang dewasa. Sedang-
kan tanda lainnya  seperti tumbuh jenggot pada 
laki-laki dan tumbuhnya payudara pada perempuan, 
baru akan dapat terlihat diketahui setelah dewasa.  
Apabila transgender telah mencapai usia dewa-
sa dan terlihat ciri-ciri kelelakian seperti tumbuhnya 
jenggot, memiliki kecendrungan suka kepada pe-
rempuan, mimpi keluar mani atau terdapat ciri-ciri 
khusus yang hanya dimilki laki-laki, maka ia dihuku-
mi berjenis kelamin laki-laki. Namun, apabila yang 
tampak pada dirinya ciri-ciri yang hanya ditemukan 
pada diri perempuan, seperti haid, tumbuhnya 
payudara, mengalami kehamilan, maka  ia adalah 
perempuan.  
2. Status waris khuntsa musykil 
Apabila dua cara di atas tidak juga membuahkan 
hasil, baik sebelum dan sesudah dewasa, atau di-
temukan ciri-ciri yang dimilikinya berlawanan, mi-
salnya memiliki jenggot dan juga payudara, trans-
gender tersebut dikategorikan sebagai hermafro-
dit/khuntsa musykil (artinya yang memiliki masalah 
serius dalam menentukan jenis kelamin), dan untuk  
menentukan jenis kelaminnya haruslah ditempu 
dengan cara-cara yang lebih detail lagi.35 Namun 
apabila tidak juga ditemukan kejelasan, maka maz-
hab syafi’i akan mengambil sikap (tawakuf) dalam 
permasalahan ini, karena menurut mazhab syafi’i 
mengambil sikap tawakuf, dalam suatu permasala-
han yang tidak kunjung menemukan kejelasan hu-
kumnya wajib. 
Imam Syafi’i berpendapat, bahwa masing-
masing ahli waris dan khuntsa musykil diberi bagian 
yang minimal sesuai dengan status mereka yang 
lebih diyakini. Apabila statusnya sudah jelas, maka 
sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang 
mu’tamad (berdasar) menurut ulama Syafi’iyah.  
Khuntsa musykil menurut pendapat yang kuat ha-
rus diberikan menurut perhitungan yang terkecil. 
Maka harus diperhatikan hak-hak warisannya dari 
kedua perkiraan sebagai laki-laki atau perempuan. 
Maksudnya, dibuat perkiraan baginya dua masalah. 
Pertama, perkirakan sebagai laki-laki, kedua perki-
rakan sebagai perempuan. Kemudian khuntsa mu-
sykil tersebut diberi bagian terkecil antara dua ma-
salah itu. Dan selisih di antara keduanya disimpan 
sampai jelas keadaannya, atau ahli waris berdamai, 
atau khuntsa musykil tersebut wafat, sehingga ba-
giannya dikembalikan kepada ahli warisnya. Yang 
dimaksud diperlakukan dengan perhitungan terke-
cil ialah: khuntsa musykil tersebut mendapat waris 
dengan berbagai kemungkinan, apabila ia diperla-
kukan sebagai ahli waris perempuan akan menda-
pat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah ia 
sebagai perempuan. Apabila saat diposisikan seba-
gai ahli waris laki-laki, akan mendapat bagian yang 
lebih sedikit, maka perlakukanlah ia sebagai laki-
laki. 
 
4. Kewarisan Transgender Menurut Mazhab Han-
bali 
Imam Hanbali dalam hal kewarisan transgender 
juga lebih memperhatikan kepada mereka yang 
memiliki dzakar seperti laki-laki dan farj seperti pe-
rempuan 
atau mereka yang tidak memiliki keduanya, na-
mun ia hanya memiliki satu lubang yang berfungsi 
untuk kencing, yang dalam dunia kedokteran dis-
ebut hermafrodit atau dalam istilah fikih disebut 
khuntsa dan membaginya menjadi dua kategori 
yaitu khuntsa ghairu musykil dan khuntsa musykil. 
1. Status Waris Khuntsa Ghairu Musykil 
Imam Hanbali memberi pemahaman akan 
khuntsa gairu muskil adalah mereka yang memiliki 
dua alat kelamin sekaligus dan juga tampak pa-
danya ciri-ciri khusus baik itu ciri perempuan mau-
pun laki-laki, seperti tumbuhnya jenggot, memiliki 
kecendrungan suka kepada perempuan, mimpi ke-
luar mani atau terdapat ciri-ciri khusus yang hanya 
dimiliki laki-laki, maka ia dihukumi berjenis kelamin 
laki-laki. Namun, apabila yang tampak pada dirinya 
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ciri-ciri yang hanya ditemukan pada diri perempuan, 
seperti haid, tumbuhnya payudara, mengalami ke-
hamilan, maka ia adalah perempuan dan status wa-
risnya sebagaimana yang terlihat.  
2. Status Waris Khuntsa Musykil 
Khuntsa musykil dalam mazhab Hanbali adalah 
mereka yang memiliki dua alat kelamin namun tidak 
ditemukan ciri-ciri padanya, baik ciri khusus laki-laki 
maupun ciri khusus perempuan, sebelum dan sesu-
dah dewasa, disebut khuntsa musykil artinya yang 
memiliki masalah serius dalam menentukan jenis 
kelamin. Khuntsa musykil tidak akan ditemukan 
sebagai ayah, ibu, kakek dan nenek dan begitu juga 
khuntsa musykil tidak akan mungkin dari suami atau 
istri karena tidaklah syah pernikahan apabila belum 
jelas  jenis  kelamin  antara kedua mempelai. Khunt-
sa musykil mungkin bisa ditemukan pada anak laki-
laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki 
dari ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari 
ayah, paman, anak laki-laki dari paman dan budak 
laki-laki yang telah dimerdekakan oleh si mayit, me-
reka- merekalah yang memiliki kemungkinan dite-
mukannya sebagai khuntsa musykil yang belum 
diketahui jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau 
perempuan, untuk itu apabila tidak ditemukan ciri 
khusus laki-laki, ataupun ciri khusus perempuan 
maka mazhab Hanbali melihat jalur keluarnya air 
kencing, apabila ia kencing dari alat kelamin laki-laki 
(dzakar) maka ia berjenis kelamin laki-laki, apabila ia 
kencing dari alat kelamin perempuan (farj) maka ia 
berjenis kelamin perempuan.  
Apabila keluar air kencing dari dua alat kelamin 
tersebut dan secara bersamaan maka mazhab Han-
bali akan melihat dari banyaknya air kencing yang 
keluar dari dua alat kelamin tersebut menjadi pato-
kan penentuan jenis kelaminnya, karena segala 
yang lebih banyak akan menjadi prioritas termasuk 
air kencing akan keluar lebih banyak pada alat ke-
lamin aslinya. 
Namun apabila air kencing keluar dari dua jalur 
alat kelamin tersebut dan secara waktu bersamaan 
serta secara banyaknya jumlahpun sama, maka 
mazhab Hanbali akan menyerahkan kepada yang 
lebih bisa menemukan dalil pembeda pada dirinya 
(dokter ahli) dan status waris bagi dirinya apa yang 
diyakini bisa sebagai laki-laki dan bisa pula sebagai 
perempuan. 
Dalam penyelesaian pembagian harta waris 
yang terdapat di dalamnya ahli waris khuntsa mu-
sykil, hampir seluruh mazhab ditemukan pendapat 
yang menyatakan bahwa khuntsa musykil diberikan 
bagian terkecil dari dua kemungkinan ia sebagai 
laki-laki atau ia sebagai perempuan sebagai bentuk 
kehati-hatian agar tidak timbul unsur dzalim-
mendzalimi dalam pembagian harta waris, dan ber-
beda pendapat pada sisa harta dari mazhab Syafi’i 
dan Hanbali lebih condong kepada menyimpan har-
ta sisa tersebut hingga khuntsa musykil mencapai 
usia dewasa dan akan ditinjau darinya ciri-ciri khu-
sus yang terdapat pada laki-laki dan perempuan 
dewasa, apabila tampak padanya ciri-ciri yang me-
nunjukkan dirinya laki-laki ataupun perempuan ma-
ka harta sisa tersebut dibagikan kepadanya dan ahli 
waris lainnya apabila memiliki bagian atau hingga 
wafatnya khuntsa musykil dan dikembalikan kepada 
ahli warisnya, mazhab Maliki berpendapat sisa har-
ta dibagikan kepada ahli waris lainnya sehingga 
tidak ada harta yang disimpan, sedangkan mazhab 
Abu Hanifah sisa harta tersebut dimusyawarakan 
dan dengan jalan saling menghibahkan harta terse-
but termasuk khuntsa musykil akan mendapatkan 
harta sisa tersebut sehingga tidak ada harta yang 
disimpan yang pada dasarnya keempat mazhab 
dalam menghadapi sebuah permasalahan, teruta-
ma permasalahan yang tidak terdapat dalil yang 
shorih (jelas) pada nash, maka akan menyikapinya 
dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian agar 
tidak terdapat unshur dzalim yang dapat mengun-
dang murka Allah Swt. 
Kesimpulan  
Hasil dari penelitian ini adalah, perubahan status 
transgender dengan tanpa alasan yang dibenarkan 
agama, tidak memiliki kekuatan hukum dalam sya-
ri’at Islam meski ditetapkan oleh Pengadilan Negeri 
sekalipun. Lain halnya dengan perubahan setatus 
transgender dengan alasan yang dibenarkan agama 
memiliki akibat hukum dan dalam penetapan hu-
kumnya, dikedepankan sikap kehati-hatian dan pe-
nuh ketelitian agar tidak terjadi dzalim-mendzalimi 
karena ketidaktahuan. Sikap itulah yang menjadi 
pondasi imam empat mazhab fikih dalam ijtihad 
pengambilan hukum tentang kewarisan transgend-
er. Kehadiran transgender dalam ahli waris tidak 
membuat rusaknya kewarisan, sehingga trans-
gender tetap menerima bagian waris namun den-
gan beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh 
imam-imam empat mazhab. 
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